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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IJIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang : bahwa untuk  melaksanakan ketentuan  Pasal  141  huruf  d 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan  Retribusi  Daerah,  perlu  membentuk Peraturan  Daerah 
tentang Retribusi Ijin Trayek;

Mengingat : 1. Undang-Undang   Nomor  29  Tahun  1959  tentang 
Pembentukan   Daerah-daerah  Tingkat  II  di  Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun  1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822);

2. Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun  1981  Nomor  76,  Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2004 
Nomor 38, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4437)  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali 
terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008 
tentang  Perubahan Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  32 
Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang   Nomor   38  Tahun  2004  tentang  Jalan 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor 
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4444);

5. Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan  Angkutan  Jalan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5023);
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6. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Tahun2009 Nomor 112 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor  28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia 
Tahun  2009  Nomor   130,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang  Nomor   12  Tahun  2011  tentang 
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor   82, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
5234);

9. Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  1980  tentang 
Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;

10.Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran  Negara Tahun 1983 Nomor 
36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 

11.Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  1993  tentang 
Angkutan  Jalan  (Lembaran  Negara  Tahun  1993  Nomor  59 
Tambahan  Lembaran Negara Nomor 3527); 

 
12.Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  1993  tentang 

Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun  1993  Nomor  63  Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 

13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun  2005  Nomor  140,  Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang 
Pembagian  Urusan  Pemerintahan  Antara  Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah  Provinsi  dan  Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007  Nomor  82,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4737);
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15. Peraturan  Pemerintah  Nomor  69  Tahun  2010  tentang  Tata 
cara Pemberian dan Pemanfaatan Isentif Pemungutan Pajak 
Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2010  Nomor  119,  Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

16. Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  2011 tentang 
Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen 
Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5221);

17.Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  66  Tahun  1993 
tentang fasilitas Parkir Untuk Umum;

18. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  53  Tahun  2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694;

19.Keputusan   Menteri  Perhubungan  Nomor  35  Tahun  2003 
tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang  di Jalan dengan 
Kendaraan Umum; 

20. Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2009  tentang  Urusan 
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 
2009 Nomor 2);

21. Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2010  tentang  Penyidik 
Pegawai  Negeri  Sipil  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten 
Sinjai  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Sinjai  Tahun  2010 
Nomor 3);

22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sinjai  Tahun  2010  Nomor  5,  Tambahan  Lembaran  Daerah 
Kabupaten Sinjai Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan

BUPATI SINJAI

            MEMUTUSKAN :
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Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TENTANG RETRIBUSI IJIN 
TRAYEK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati  dan  Perangkat  Daerah  sebagai  unsur 

penyelengara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  DPRD  adalah 

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 
Daerah.

5. Pejabat  adalah  Pegawai  yang  diberi  tugas  tertentu  dibidang  Retribusi  sesuai 
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

6. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 
komanditer,  perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha 
Milik  Daerah  dengan  nama  dan  bentuk  apapun  persekutuan,  perkumpulan, 
firma, kongsi,  koperasi,  yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana 
pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan tidak 
bermotor dan kendaraan bermotor.

8. Kendaraan bermotor  adalah kendaraan  yang digerakan  oleh  peralatan  teknik 
yang berada pada kendaraan itu temasuk kendaraan gandengan atau kereta 
tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.

9. Kendaraan bermotor umum adalah kendaraan yang digunakan untuk angkutan 
barang dan orang dengan dipungut bayaran.

10. Angkutan adalah perpindahan orang dan barang dari satu tempat ketempat yang 
lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

11. Perijinan Tertentu  adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka 
pemberian   ijin  kepada  orang  pribadi  atau  badan  yang  dimaksudkan  untuk 
pembinaan,  pengaturan,  pengendalian  dan  pengawasan  atas  kegiatan 
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, 
sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 
kelestarian lingkungan.

12. Perusahaan  angkutan  umum  adalah  badan  hukum  yang  menyediakan  jasa 
angkutan orang dan barang dengan kendaraan bermotor.

13. Trayek adalah lintasan  kendaraan bermotor umum untuk pelayanan angkutan 
yang  mempunyai  asal  tujuan  perjalanan  tetap serta  lintasan  tetap,  baik 
terjadwal maupun tidak terjadwal. 

14. Ijin Trayek  adalah  ijin  yang  diberikan  kepada  pengusaha/pemilik  angkutan 
penumpang umum untuk mengoperasikan kendaraan dalam trayek tetap dan 
teratur dengan masa berlaku 5 (lima) tahun dan adapat diperpanjang.

15. Kartu Pengawasan adalah turunan dari ijin trayek dan/atau ijin operasi kendaraan 
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angkutan  penumpang  umum sebagai  alat  kontrol  yang  wajib  dibawa  setiap 
pengoperasian  kendaraan  dengan  masa  berlaku  1  (satu)  tahun  dan  dapat 
diperpanjang.

16.Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak 8 
(delapan)   tempat  duduk,  tidak  termasuk  tempat  duduk  pengemudi,  baik 
dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. 

17.Mobil Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 dengan 
ukuran  dan  jarak  tempat  duduk  normal,  tidak  termasuk  tempat  duduk 
pengemudi dengan panjang kendaraan 4-6,5 meter.

18. Mobil Bus sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16-28 dengan 
ukuran dan jarak antar  tempat  duduk normal  tidak termasuk tempat duduk 
pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 s/d 9 meter.

19. Mobil  Bus besar adalah kendaraan bermotor  dengan kapasitas  lebih dari  28 
dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat 
duduk pengemudi dan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.

20. Kendaraan  tidak  bermotor  adalah  kendaraan  yang  digerakkan  oleh  tenaga 
manusia atau hewan.

21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut Peraturan Perundang-
Undangan  Retribusi  diwajibkan  untuk  melakukan  pembayaraan  Retribusi, 
termasuk memungut atau memotong Retribusi.

22. Masa  Retribusi  adalah  suatu  jangka  waktu  tertentu  yang  merupakan  batas 
waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari 
Pemerintah Daerah.

23. Surat Setoran  Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Bukti 
pembayaran  atau  penyetoran  Retribusi  yang  telah  dilakukan  dengan 
menggunakan formulir  atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah 
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan 
Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan 
mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan 
pemenuhan  kewajiban  Retribusi  Daerah berdasarkan  Peraturan  Perundang-
undangan Retribusi Daerah. 

26. Penyidikan  Tindak  Pidana  dibidang  Retribusi  Daerah  adalah  serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil  yang selanjutnya 
disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti 
itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi daerah yang terjadi serta 
menemukan tersangkanya.

27. Ijin Insidentil  adalah  Ijin  yang  diberikan  kepada  perusahaan  angkutan  yang 
telah  memiliki  Ijin  Trayek  atau  menggunakan  kendaraan  bermotor 
cadangannya, menyimpang dari ijin trayek yang dimiliki dan berlaku satu kali 
perjalanan pulang pergi.


